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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri”. 

(QS. Ar-Ra’d: 11) 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. 

(QS. Al-Insyirah:6) 

 

 

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”. 

(QS. Ar-Ruum: 60) 

 

“You think it’s over but it’s just begun”. 

(A Little Piece Of Heaven – Avenged Sevenfold) 
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keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai 
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ABSTRAK 

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

(STUDI KASUS DESA BANDAR ALAI KARI) 
 mayshindyfebiola210@gmail.com  

OLEH : 

MAY SHINDY FEBIOLA 

NPM. 220411042 

 

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan menjadi 

tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan kemiskinan di Desa 

Bandar Alai Kari, dengan fokus pada pelaksanaan, efektivitas, serta kendala yang 

dihadapi dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 

melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat desa, pihak pemerintah daerah, 

serta masyarakat penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PPMD di Desa 

Bandar Alai Kari telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas sumber 

daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam program. Selain itu, pengawasan dan evaluasi program juga 

belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan 

kapasitas kelembagaan desa, penguatan koordinasi antar pihak terkait, 

peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi yang lebih 

intensif agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan 

berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Penanggulangan Kemiskinan, 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE POLICIES OF THE KUANTAN SINGINGI 

REGENCY LOCAL GOVERNMENT IN POVERTY REDUCTION 

(CASE STUDY OF BANDAR ALAI KARI VILLAGE) 
mayshindyfebiola210@gmail.com 

BY : 

MAY SHINDY FEBIOLA 

NPM. 220411042 

 

Poverty is a complex social issue and remains a major challenge for local 

governments in achieving community welfare. This study aims to analyze the 

policies of the Kuantan Singingi Regency Government in poverty alleviation in 

Bandar Alai Kari Village, focusing on the implementation, effectiveness, and 

challenges faced in the implementation of the Village Community Empowerment 

Program (PPMD).This study employs a qualitative approach, with data collected 

through interviews, observations, and documentation. Data analysis was 

conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 

The informants in this study consisted of village officials, local government 

representatives, and community members who are beneficiaries of the program. 

The results show that the implementation of poverty alleviation policies through 

the PPMD in Bandar Alai Kari Village has been carried out, but has not yet been 

optimal. This is due to several constraints, including limited budget, lack of 

human resource capacity, weak coordination among institutions, and low 

community participation in the program. In addition, monitoring and evaluation 

of the program have not been conducted optimally. Therefore, efforts are needed 

to improve village institutional capacity, strengthen coordination among 

stakeholders, increase community participation, and enhance monitoring and 

evaluation to ensure that poverty alleviation programs are more effective and 

sustainable. 

 

Keywords: Government Policy, Poverty Alleviation, Village Community 

Empowerment Program (PPMD) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan menjadi 

tantangan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun Indonesia telah mengalami perkembangan 

ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masalah kemiskinan 

masih menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Data kemiskinan dari tahun 

2019-2024 di Kabupaten Kuantan Singingi cenderung mengalami penurunan 

(Statistik 2025)  

 Salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan adalah 

Desa Bandar Alai Kari, sebuah wilayah dengan karakteristik sosial dan ekonomi 

yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 

2025, jumlah penduduk Desa Bandar Alai Kari mencapai 1.300 jiwa, terdiri atas 

613  laki-laki dan 687 perempuan. Desa ini memiliki 243 kepala keluarga (KK), 

dengan 43 KK tergolong sebagai keluarga miskin berdasarkan data desa tahun 

2025. Angka ini menunjukkan bahwa 17.84% penduduk desa masih hidup di 

bawah garis kemiskinan dan menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap 

lapangan pekerjaan yang layak. 

 Data kemiskinan yang terdapat di Desa Bandar Alai Kari dari tahun 2022-

2025 adalah sebagai berikut: 



2 

  

    

 

Tabel 1.1 Data Penduduk Miskin 

Jumlah Masyarakat Miskin Desa 

Pintu Gobang Kari 

Tahun 

2022 2023 2024 2025 

59 KK 52 KK 41 KK 43 KK 

Sumber: data Desa Bandar Alai Kari 

 Berdasarkan data kemiskinan Desa Bandar Alai Kari, jumlah keluarga 

miskin mengalami penurunan dari 59 KK pada tahun 2022 menjadi 41 KK pada 

tahun 2024. Akan tetapi pada tahun 2025 jumlah tersebut kembali meningkat 

menjadi 43 KK. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan belum 

berlangsung secara konsisten sehingga masih terdapat kerentanan ekonomi pada 

sebagian masyarakat. Peningkatan kembali jumlah keluarga miskin 

mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan 

ekonomi yang stabil dan masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah. 

 Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan 

kemiskinan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menciptakan 

kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan sosial memang mampu mengurangi 

beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam jangka pendek, tetapi belum 

sepenuhnya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. 

Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi seperti PPMD masih menghadapi 

berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi 

masyarakat dan kurangnya pendampingan usaha. 

 Selain aspek ekonomi, kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari juga 

dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar 

masyarakat bekerja pada sektor pertanian tradisional dengan tingkat produktivitas 

yang relatif rendah serta pendapatan yang tidak menentu. Kondisi tersebut 



3 

  

    

 

diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, 

fasilitas kesehatan, serta kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Akibatnya, 

kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri masih 

relatif terbatas. 

 Apabila dikaitkan dengan kebijakan pemerintah daerah, maka keberhasilan 

program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya 

bantuan yang diberikan, tetapi juga pada kualitas implementasi kebijakan. 

Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi antarorganisasi, ketepatan 

sasaran penerima manfaat, pengawasan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif 

masyarakat dalam setiap tahapan program. Tanpa adanya faktor-faktor tersebut, 

berbagai program yang telah dirancang berpotensi belum mampu menghasilkan 

dampak yang optimal terhadap penurunan tingkat kemiskinan. 

 Masyarakat Desa Bandar Alai Kari sebagian besar bergantung pada sektor 

pertanian dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tidak menentu. Faktor 

geografis, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya infrastruktur menjadi 

penyebab utama mengapa kemiskinan di daerah ini sulit diatasi.  

 Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah telah menerapkan 

berbagai kebijakan dan program di Desa Bandar Alai Kari. Beberapa program 

yang menjadi fokus utama adalah: 

 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Program pemerintah ini memberikan 

bantuan dalam bentuk keuangan langsung kepada keluarga miskin untuk 

membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, sering kali bersifat 

sementara. 



4 

  

    

 

 2. Program Keluarga Harapan (PKH): Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai 

dan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial. 

 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMd): Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan 

potensi lokal, pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan desa, serta 

dukungan terhadap usaha mikro dan kegiatan produktif masyarakat. 

 Dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengalokasikan anggaran 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan ke 

desa, termasuk untuk pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(PPMD). Namun, besarnya alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya sejalan 

dengan capaian penurunan kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari, yang 

mengindikasikan adanya persoalan dalam efektivitas pemanfaatan anggaran dan 

implementasi kebijakan di tingkat desa. 

Tabel 1.2 Daftar APBD Bandar Alai Kari 2024 

PENDAPATAN 

PENDAPATAN DESA ANGGARAN REALISASI LEBIH 

(KURANG) 

Pendapatan Asli Desa Rp. 00.000 Rp. 0 Rp. 2.800.000 

Pendapatan Transfer Rp. 

1.648.353.000 

Rp. 

1.530.292.872 

Rp. 

118.060.128 

Dana Desa Rp. 981.853.000 Rp. 981.853.000 Rp. 0 

ALOKASI DANA DESA UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN 

BLT Rp.108.000.000 Rp.108.000.000 Rp.0 

PKH Rp.63.000.000 Rp.63.000.000 Rp.0 

PPMD Rp.45.000.000 Rp.45.000.000 Rp.0 

TOTAL Rp.216.000.000 

Bagi Hasil Pajak dan Rp. 43.355.000 Rp. 28.904.000 Rp. 
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PENDAPATAN 

PENDAPATAN DESA ANGGARAN REALISASI LEBIH 

(KURANG) 

Retribusi 14.451.000 

Alokasi Dana Desa Rp. 393.526.000 Rp. 296.516.872 Rp. 

97.009.128 

Bantuan Keuangan 

Provinsi 

Rp. 209.819.000 Rp. 209.819.000 Rp. 0,00 

Bantuan Keuangan 

Kabupaten/kota 

Rp. 19.800.000 Rp. 13.200.000 Rp. 6.600.000 

Pendapatan Lain-lain Rp. 54.266.761 Rp. 51.127.018 Rp. 3.139.743 

BELANJA 

BIDANG ANGGARAN REALISASI LEBIH 

(KURANG) 

Belanja Peegawai Rp. 348.612.000 Rp. 261.027.000 Rp. 

87.585.000 

Belanja Barang dan Jasa Rp. 783.542.103 Rp. 741.613.832 Rp. 

41.928.271 

Belanja Modal Rp. 640.982.625 Rp. 450.733.000 Rp. 

190.159.625 

Belanja Tidak Terduga Rp. 155.200.000 Rp. 155.200.000 Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Rp. 

1.928.246.728 

Rp. 

1.608.573.832 

Rp. 

319.672.896 

Surplus/Defisit Rp. 225.626.967 Rp.27.153.942 Rp. 

198.473.025 

PEMBIAYAAN 

Penerimaan Pembiayaan Rp.235.982.783 Rp. 235.982.783 Rp. 0,00 

Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.355.816 Rp. 10.350.000 Rp.5.816 

Pembiayaan Netto Rp. 225.626.967 Rp. 225.632.783 Rp. 5.816 

Silpa/Silpa Tahun 

Berjalan 

Rp. 0 Rp. 198.748.841 Rp. 

198.478.841 

 

 Meskipun alokasi APBD menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam 

penanggulangan kemiskinan, realisasi di lapangan belum sepenuhnya berdampak 

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Implementasi 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) di Desa Bandar Alai Kari 

belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya optimal. Masih terdapat kendala 

dalam pelaksanaan seperti kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi 
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antar perangkat desa, serta keterbatasan dana dan sumber daya manusia dalam 

menjalankan program tersebut. Akibatnya, sebagian masyarakat belum merasakan 

manfaat langsung dari kebijakan pemberdayaan yang telah diterapkan. Kondisi 

tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan 

pemerintah daerah, khususnya pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (PPMD), dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Alai Kari. 

 Berdasarkan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 Rp216.000.000 atau 22% dari 

total Dana Desa sebesar Rp981.853.000 diarahkan untuk mendukung program 

penanggulangan kemiskinan. Alokasi terbesar diprioritaskan pada Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk 

perlindungan sosial bagi keluarga miskin, sedangkan sisanya dialokasikan untuk 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan 

pendampingan. 

 Komposisi alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan 

pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi 

juga diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui 

kegiatan pemberdayaan. Namun demikian, berdasarkan perkembangan jumlah 

keluarga miskin yang masih mengalami fluktuasi, efektivitas pemanfaatan 

anggaran tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan dampak 

yang lebih berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

penurunan angka kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari. 
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 Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas 

kebijakan pemerintah daerah, khususnya pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (PPMD), dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Alai Kari. 

 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, 

antara lain: 

 1. Peningkatan Pendapatan: Peningkatan pendapatan masyarakat dapat 

meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti 

pangan, pendidikan, dan kesehatan. 

 2. Akses Pendidikan: Akses pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan 

kemampuan masyarakat untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan. 

 3. Akses Kesehatan: Akses kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat dan mengurangi biaya kesehatan yang tinggi. 

 4. Kesempatan Kerja: Kesempatan kerja yang lebih baik dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. 

 Dalam konteks pengukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) 

menetapkan bahwa masyarakat miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan 

tersebut mencakup dua komponen utama, yaitu garis kemiskinan makanan yang 

didasarkan pada pemenuhan kebutuhan minimum energi sebesar 2.100 kilokalori 

per kapita per hari, serta garis kemiskinan non-makanan yang meliputi kebutuhan 

dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, sandang, dan transportasi. 
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Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan 

pendapatan, tetapi juga sebagai ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi 

standar hidup minimum secara layak. 

 Selain pendekatan pengeluaran, kemiskinan juga dapat diidentifikasi melalui 

karakteristik sosial ekonomi rumah tangga. Kriteria masyarakat miskin antara lain 

ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan dan aset produktif, kondisi rumah 

tidak layak huni, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, 

ketergantungan pada pekerjaan sektor informal dengan pendapatan tidak menentu, 

serta rendahnya kemampuan dalam menghadapi risiko ekonomi dan sosial. 

Rumah tangga miskin umumnya juga memiliki keterbatasan akses terhadap 

infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik, yang pada akhirnya 

berdampak pada rendahnya kualitas hidup secara keseluruhan. 

 Berdasarkan kriteria tersebut, masyarakat miskin di Desa Bandar Alai Kari 

tidak hanya menghadapi persoalan pendapatan yang rendah, tetapi juga 

mengalami keterbatasan struktural yang bersifat multidimensional. Kondisi ini 

menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan 

secara parsial, melainkan memerlukan kebijakan pemberdayaan yang 

komprehensif dan berkelanjutan, khususnya melalui program yang mampu 

meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia masyarakat 

desa. 

 Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari dengan 

fokus pada efektivitas, implementasi, dan dampak Program Pemberdayaan 
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Masyarakat Desa (PPMD) terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian 

ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi strategis yang berguna bagi perbaikan 

kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta memberikan kontribusi nyata 

terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Bandar Alai Kari. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan 

kemiskinan di Bandar Alai Kari? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam 

penanggulangan kemiskinan di Bandar Alai Kari, termasuk pelaksanaan 

program-program penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan di 

daerah tersebut. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis : 

a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang kebijakan publik dan ekonomi pembangunan, khususnya 

dalam konteks penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan. 

b. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan analisis kebijakan pemerintah dalam pengentasan 

kemiskinan, baik di tingkat lokal maupun nasional. 

1.4.2 Manfaat Praktis : 

a. Menyediakan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah Pintu 

Gobang Kari dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan 
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penanggulangan kemiskinan yang sudah ada, agar lebih efektif dan 

tepat sasaran. 

b. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah terkait 

strategi dan kebijakan yang perlu diperkuat atau diperbaiki dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah 

tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Administrasi Negara 

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Ridwan 2021) mengartikan 

Administrasi Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh 

aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. 

Menurut Sondang P . Siagian dalam (Yunita 2021) administrasi 

didefenisikan sebagai keseluruhan prose kerja sama antara dua orang manusia 

atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan telah 

ditentukan sebelumnya. 

Menurut Soerjano Soekanto dalam (Syafii 2020) secara pendek dapatlah 

dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah (knowledge) yang tersusun sismetis 

dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh 

orang lain atau umum 

Menurut Sondang P . Siagian (dalam (Syafii 2020) administrasi adalah 

keeseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dari 

pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebihjuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Jhon M. Pffifner (Hildawati et al. 2024) administrasi Negara 

adalah dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-

tujuan yang bersifat ketatanegaraan. Dari pendapat Jhon M. Pffifner administasi 
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negara merupakan alat dan proses untuk mencapai tujuan negara. Tujuan-tujuan 

negara akan terlaksana jika negara memiliki administrasi ketatanegaraan yang 

baik. 

Menurut (Arifin 2021) Administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari 

pelaksanaan dari politik negara. Dari Pendapat yang dikemukakan oleh, 

administrasi negara merupakan suatu bentuk pelaksanaan politik pemerintah, 

terlaksananya administrasi negara dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan 

pemerintah yaitu melalui proses politik. 

Menurut E. Dimock (Zein and Septiani 2023) administrasi Negara adalah 

kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan politiknya. 

Menurut Dwight Waldo (Luaylik 2020) Administrasi Negara adalah 

manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan 

pemerintah. Pendapat dari Dwight Waldo tentang administrasi negara merupakan 

manajemen dimana pemerintah harus menerapkan perencanaan, pengorganisasian, 

pengawasan, pengevaluasi dan pengarahan dalam proses penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintah. 

Dengan demikian, negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat 

organisasi, kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu 

rakyat, keluarga, desa, baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang 

lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, 

kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinn bahkan sistem pemaksaan sehingga 

pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam an 

luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang 
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teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan 

tujuan serta cita-cita rakyat banyak. 

Pengertian administrasi ada dua macam yaitu : administrasi dalam arti 

sempit dan administrasi dalam arti luas, Administrasi dalam arti sempit adalah 

kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan 

tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya 

kembali dan serta keseluruhan dan dalam suatu hubungan satu sama lain. 

Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan 

tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luass adalah kegiatan kerja sama 

yang dilakukan sekelompok orang berdasarka pembagin kerja sebagaimana 

ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai 

tujuan secra efektif dan efesien. Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian 

administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang,, kerjasama, 

pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang 

akan tercapai dan pemanfaatan sebagai sumber (Syafari 2021). 

2.1.2 Teori Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh 

pemerintah atau lembaga publik lainya untuk mengatasi masalaah atau mencapai 

tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa undang-undang 

peraturan, program, atau proyek yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku, 

meningkatkan kesejahteraan, atau memecahkan masalah sosial. 
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Menurut James Anderson: Kebijakan Publik merupakan serangkaian 

keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau mencapai 

tujuan tertentu. Suaib 2022 

Menurut Harold Lasswel(Winarno 2016)  Kebijakan Publik merupakan 

proses pembuataan keputusan yang melibatkan pemerintah dan lembaga-lembaga 

lainya untuk mengatasi masalah atau pencapaian tertentu. 

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam (Fitriani 2022) dalam perspektif 

mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan 

dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang 

membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. 

Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam (Shakroni 2023) yang mengatakan 

bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana 

terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan 

tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang 

diamaksud. 

Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam (Muslimah 2021) menerangkan 

kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai „whatever 

government choose to do or not to do‟. Artinya, kebijakan public adalah „apa saja 

yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan‟. 

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 (Sahlania and Mana 2023) 

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah 
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yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 

„kebijakan‟ hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi 

non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial 

Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahtraan Keluarga (PKK) dan lembaga-

lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula. 

Kebijakan publik melakukan pengambilan keputusaanyang kompleks dan 

melibatkan berbagai aktor serta kepentingan yang berbeda. Kebijakan publik juga 

serangkaian tindakan yang terkoordinasi dan terarah yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengaatasi masalah publik. Defenisi ini menekankan pada 

tindakan yang terkoordinasi dan terarah dari pemerintah dalam merespons 

masalah publik. 

Kebijakan publik ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap 

penting bagi masyarakat. Dan kebijakan publik dibuat untuk mengatasi masalah 

atau isu yang dianggap sebagai masalah publik. Secara umum, kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia berfokus pada dua 

pendekatan utama: 

1. Pendekatan Jangka Pendek (Social Protection): Program ini bertujuan 

memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan menyediakan 

bantuan langsung berupa uang, sembako, atau bantuan non-pangan lainnya. 

Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan 

(PKH) merupakan contoh dari pendekatan ini. 
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2. Pendekatan Jangka Panjang (Pemberdayaan Ekonomi): Fokus dari 

pendekatan ini adalah pemberdayaan masyarakat miskin untuk mengakses 

peluang ekonomi yang lebih baik, seperti melalui pemberdayaan desa, kredit 

mikro, dan pelatihan keterampilan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan 

produktivitas masyarakat. 

2.1.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Mas‟oed (2020), pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk 

memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada 

masyarakat Selain itu, Somoediningrat keberdayaan masyarakat diartikan sebagai 

kemampuan individu yang bersenyewa dengan masyarakat dalam membangun 

keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. (Sukmana 2022)  

Menurut widjaja dalam (Thamrin and Wahyudi 2021) pemberdayaan 

masyarakat adalah pemberian wewenang pendelegasian wewenang atau 

pemberian otonomi kejajaran bawah yang intinya pemberdayaan upaya 

membnagkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan 

pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta mandirian, maksudnya 

mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri 

sebagai masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

Menurt soeharto dalam (Annisa 2023) pemberdayaan masyarakat 

merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang 

mereka memiliki. Adapun pemberdyaan masyarakat senantiasa menyangkut dua 

kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayaakan 

dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdyakan. 
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Pemberdayaan masyarakt merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan 

potennsi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati 

dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk 

bertahan dan mengembangankan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosil, 

agama dan budaya  

Menurut Eko dalam (Dewi, Susanty, and Martayadi 2024) Pemberdayaan 

merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan 

potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian 

masyarakat. Menurut (Indonesia 2014) Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang 

desa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilku, kemampuan dan kesadaran masyarakat. (Anon 2005) 

Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah 

dan pelkasanaan pembangnan di desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapam kebijakan dan program serta 

kegiatan yang sesuai dengan esensi dan perioritas kebututuhan masyarakat. 

Dari beberapa defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya untuk meningkat kemampuan dan kopetensi yang 

dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat berkemampuan dan berkekuatan. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat melalui 

perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian 

pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah 
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harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk meenggerakan kegiatan ekonomi 

masyarakat. Pemnberdayaan masyaraktat bertujan untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam semua aspek seehingga mampu menciptakaan 

masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga 

yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan 

upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama 

atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur 

sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat 

melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat 

akses yaitu: 

1. Akses terhadap sumber daya 

2. Akses terhadap teknologi 

3. Akses terhadap pasar 

4. Akses terhadap sumber pembiayaan 

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk 

memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok 

masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas 

kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan. 

Keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun dari sisi 

implementasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan antara lain: 
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1. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah: Keberhasilan kebijakan sangat 

bergantung pada sejauh mana berbagai instansi pemerintah dapat bekerja sama 

dalam merancang dan melaksanakan program-program kemiskinan. 

2. Ketersediaan dan Alokasi Sumber Daya: Efektivitas kebijakan juga 

dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur 

yang ada di daerah. 

3. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat yang terlibat aktif dalam program-

program penanggulangan kemiskinan akan memiliki pemahaman yang lebih baik 

tentang manfaat program dan akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. 

2.1.4 Teori Penanggulangan Kemiskinan 

Menurut Todaro dalam (Andina and Wahyudi 2024) penanggulangan 

kemiskinan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

miskin melalui peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, 

serta kesempatan kerja yang produktif. Artinya, kemiskinan tidak hanya masalah 

pendapatan rendah, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya 

pembangunan. 

Saharia dalam (Mustakim 2022) Mengusulkan lima cara pengembangan 

SDM: memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan, latihan jabatan, pendidikan 

(dasar, menengah, tinggi), pelatihan bagi orang dewasa, dan rotasi jabatan 

kepemimpinan. 

Kuznets dalam (Amdan and Sanjani 2023) Mengartikan pendidikan sebagai 

investasi SDM untuk meningkatkan taraf hidup, yang akan membuka peluang 

lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan keluar dari kemiskinan. 
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Secara umum, teori penanggulangan kemiskinan adalah kerangka pemikiran 

yang menjelaskan cara, strategi, dan pendekatan untuk mengurangi serta 

menghapus kemiskinan melalui berbagai aspek ekonomi, sosial, dan 

pembangunan manusia.  

Teori ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat 

miskin, tetapi juga mencakup pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber 

daya, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam 

pembangunan 

Menurut Amartya Sen dalam (Iswahyudi and Asnawi 2024) 

penanggulangan kemiskinan harus berfokus pada perluasan kemampuan dasar 

manusia, seperti pendidikan, kesehatan, akses informasi, serta kesempatan 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, strategi 

penanggulangan kemiskinan yang efektif adalah yang mendorong peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar bantuan finansial. 

Inti teori: Fokus pada peningkatan kemampuan agar individu dapat hidup 

produktif dan mandiri. 

Implementasi kebijakan: Program pendidikan, pelatihan kerja, dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. 

Menurut Paul Streeten dalam (Pinontoan 2020) kemiskinan muncul karena 

ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, 

sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, strategi 

penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar 

tersebut agar masyarakat dapat mencapai taraf hidup minimum yang layak. 
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Inti teori: Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk 

meningkatkan kesejahteraan. 

Implementasi kebijakan: Program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan 

penyediaan sarana pendidikan serta infrastruktur dasar. 

Sejak tahun 2000-an, Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk 

mengurangi kemiskinan. Beberapa program utama yang relevan dengan penelitian 

ini antara lain: 

1. Program Keluarga Harapan (PKH): Program yang memberikan bantuan 

langsung kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat tertentu. PKH bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan bantuan untuk akses 

pendidikan dan kesehatan. 

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Bantuan uang tunai langsung yang 

diberikan kepada keluarga miskin untuk meringankan beban ekonomi, terutama di 

daerah-daerah yang terkena dampak bencana atau krisis ekonomi. 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD): Program yang 

mengarahkan bantuan kepada desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

melalui pembangunan infrastruktur, penyuluhan, dan pengembangan ekonomi 

lokal. 

Kebijakan-kebijakan ini tentu saja perlu diimplementasikan dengan baik 

untuk dapat memberikan dampak signifikan terhadap penanggulangan 

kemiskinan. Oleh karena itu, analisis mengenai efektivitas implementasi 

kebijakan tersebut di Bandar Alai Kari menjadi penting. 
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2.1.5 Teori Kemiskinan 

Menurut Mudrajat Kuncoro dalam (Indrawati, Ermawati, and Istiqamah 

2019) kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi 

standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada tingkat 

konsumsi. Garis kemiskinan menurutnya terdiri dari dua unsur penting, yaitu (1) 

pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan 

mendasar lainnya, serta (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang 

mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sosial sehari-hari. 

Chambers dalam (Abdussamad and Rapanna 2023) Menjelaskan 

kemiskinan sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya menyangkut 

finansial, tetapi juga kelemahan fisik, kerentanan, ketidakberdayaan, dan 

keterasingan. 

Nugroho dan Dahuri dalam (Sianipar, Masinambow, and Lapian 2022) 

Mengartikan kemiskinan sebagai kondisi absolut atau relatif di mana seseorang 

atau kelompok masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sesuai norma 

dan nilai yang berlaku.  

Yacoub juga Melihat kemiskinan sebagai masalah global yang bersumber 

dari ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur 

dari pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. 

Selanjutnya, Todaro dan Smith dalam (Kurniawati 2022) menyatakan 

bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari 

kemampuan seseorang dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, 

kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Mereka memperkenalkan konsep 
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multidimensional poverty atau kemiskinan multidimensi yang menekankan bahwa 

seseorang bisa dikatakan miskin bukan hanya karena pendapatannya rendah, 

tetapi juga karena tidak memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang 

layak sesuai dengan standar sosial yang berlaku di masyarakat. 

Kemiskinan merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, yang 

tidak hanya mencerminkan kekurangan pendapatan atau konsumsi, tetapi juga 

berhubungan erat dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya, kesempatan, 

dan kekuasaan dalam masyarakat.  

Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi 

juga dimensi sosial dan kultural yang lebih luas. Suharto dalam Zuliansyah 2024 

menjelaskan bahwa kemiskinan dapat dipahami melalui dua paradigma besar, 

yaitu paradigma neo-liberal dan paradigma sosial demokrasi. Paradigma neo-

liberal memandang kemiskinan sebagai akibat dari kelemahan individu, seperti 

kurangnya etos kerja, keterampilan, dan motivasi. Dengan kata lain, penyebab 

kemiskinan bersifat personal dan dapat diatasi melalui peningkatan kemampuan 

individu. Sementara itu, paradigma sosial demokrasi menekankan bahwa 

kemiskinan merupakan akibat dari struktur sosial dan kebijakan ekonomi yang 

tidak adil. Dalam pandangan ini, kemiskinan terjadi karena distribusi sumber daya 

dan kesempatan yang timpang, sehingga intervensi negara dianggap perlu untuk 

memperbaiki ketimpangan tersebut melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang 

berpihak kepada kelompok miskin. 

Dari perspektif pembangunan, Amartya Sen dalam susanto 2025 melalui 

pendekatan capability mengemukakan bahwa kemiskinan terjadi ketika seseorang 



24 

  

    

 

tidak memiliki kebebasan atau kemampuan untuk menjalankan fungsi dasar 

kehidupannya. Menurut Sen, ukuran kesejahteraan tidak hanya dilihat dari 

pendapatan, melainkan dari sejauh mana individu memiliki kebebasan untuk 

memilih dan mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, kebijakan 

penanggulangan kemiskinan harus berorientasi pada peningkatan kemampuan 

dasar manusia (human capability), seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, 

dan partisipasi sosial. 

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang melibatkan faktor 

ekonomi, sosial, struktural, dan budaya. Oleh karena itu, upaya penanggulangan 

kemiskinan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui kebijakan 

yang komprehensif, meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan dan 

kesehatan, penciptaan lapangan kerja produktif, pemberdayaan masyarakat, serta 

reformasi kebijakan ekonomi daerah. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman 

terhadap teori kemiskinan menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis 

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangi 

kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggambarkan hubungan logis 

antara kebijakan pemerintah daerah dengan indikator keberhasilan dalam 

menanggulangi kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah memiliki peranan 

penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan melalui berbagai program dan 

strategi pembangunan yang terarah. 
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Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan pemerintah diukur melalui 

beberapa indikator, yaitu peningkatan pendapatan, akses pendidikan, akses 

kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian, hubungan logis dalam 

kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa semakin efektif kebijakan 

pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, memperluas akses 

pendidikan dan kesehatan, serta membuka kesempatan kerja, maka semakin besar 

pula dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah penelitian, 

khususnya di Desa Bandar Alai Kari. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  

Sumber : Teori Evaluasi William N. Dunn (2019)  

2.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu kaidah pernyataan sementara yang harus dibuktikan 

kebenarannya dengan menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih Noor 

2016 Hipotesis pada penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah 

Kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Dalam 

Penanggulangan Kemiskinan (Studi 

Kasus Desa Bandar Alai Kari) 

 

INDIKATOR 

1. Peningkatan Pendapatan 

2. Akses Pendidikan 

3. Akses Kesehatan 

4.Kesempatan Kerja 

Terciptanya Kebijakan Pemerintah Yang 

Baik 
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daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari diduga 

belum berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan 

keterlibatan masyarakat. 

2.4 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah bagian yang mendefinisikan sebuah konsep 

atau variabel agar dapat diukur dengan melihat indikator dan membuat instrumen 

penelitian dari suatu konsep variabel (Noor 2016) Definisi operasional pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Pendapatan 

Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang 

mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha 

kecil menengah (UKM), pertanian, maupun lapangan kerja produktif. Peningkatan 

pendapatan menjadi indikator langsung dari keberhasilan program pengentasan 

kemiskinan. 

2. Akses Pendidikan 

Pendidikan berperan sebagai sarana penting dalam mengurangi kemiskinan 

jangka panjang. Kebijakan yang memberikan akses pendidikan yang merata dan 

terjangkau akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada 

gilirannya memperbesar peluang ekonomi masyarakat. 

3. Akses Kesehatan 

Kesehatan masyarakat berpengaruh langsung terhadap produktivitas kerja. 

Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang mudah 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, karena kesehatan merupakan salah 
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satu komponen dasar dalam peningkatan kesejahteraan. 

 

4. Kesempatan Kerja 

Salah satu faktor penyebab utama kemiskinan adalah terbatasnya lapangan 

pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada 

penciptaan kesempatan kerja menjadi kunci dalam menurunkan angka 

kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat, serta pelatihan keterampilan 

menjadi bagian penting dalam indikator ini. 

Dari keempat indikator tersebut, diharapkan tercapai tujuan akhir, yaitu 

terciptanya kebijakan pemerintah yang baik (good governance) dalam 

penanggulangan kemiskinan. 

2.5 Operasional Variabel 

Menurut (Sugiyono 2021) definisi operasional variabel penelitian adalah 

elemen atau nilai yang berasal dari objek atau kegiatan yang memiliki ragam 

variasi tertentu yang kemudian akan ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan, maka 

dibawah ini diungkapkan operasional variabel penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Operasional Variabel 

No Judul Indikator Sub Indikator 

1. Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Kuantan 

Singingi Dalam 

Penanggulangan 

1. Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat 

2. Akses Terhadap 

Pendidikan 

3. Akses Terhadap 

Kesehatan 

4. Kesempatan Kerja 

Data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), Arsip 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (PPMD), 

serta wawancara dengan 

masyarakat miskin dan 

perangkat desa 
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No Judul Indikator Sub Indikator 

Kemiskinan 

(Studi Kasus 

Desa Bandar 

Alai Kari) 

atau Kesediaan 

Lapangan Kerja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian 

yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara 

kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.(Sugiyono 

2019)  

Karakter khusus penelitian kualitatif berupaya mengungkap keunikan 

individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupanya 

sehari-hari secra komprehensif dan rinci. 

Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapakan dapat 

menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat 

diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam 

suatu setting tertentu pula. 

 

3.2 Informan Penelitian 

 Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan 

sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang 

terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini 

dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.  
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 Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. 

Yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan 

tertentu. Yang mana menggap informan yang diambil tersebut memiliki informasi 

yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. 

Tabel 3.1 : Informan Penelitian 

NO Informan Jumlah Persentasi 

1. Kepala Desa 1 12,5% 

2. Kepala Dusun 1 12,5% 

3. Sekretaris Desa 1 12,5% 

4. Kasi Kesejahteraan 1 12,5% 

5. Masyarakat Miskin 3 37,5% 

6. Kepala Bidang Kemiskinan Dinas 

Sosial 

1 12,5% 

 Jumlah 8 100% 

 

3.3 Sumber Data 

 3.3.1 Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

melalui kegiatan penelitian lapangan (field research). Data ini dikumpulkan untuk 

mendapatkan informasi aktual mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari. Pengumpulan data primer dilakukan 

melalui wawancara langsung dengan perangkat desa dan masyarakat miskin, serta 

observasi terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah di 

tingkat desa. 

 

 3.3.2 Data Sekunder 

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

berbagai sumber pendukung seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS), literatur 
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ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini digunakan 

untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer sehingga hasil 

analisis menjadi lebih komprehensif dan valid. 

3.4 Lokasi  Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Alai Kari, sebuah desa yang 

terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, karena penulis meneliti terhadap Analisis 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam 

Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari). 

 

3.5 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dari bulan oktober hingga 

November 2025. Waktu penelitian ini dipilih untuk memperoleh data yang relevan 

dengan kebijakan yang sedang berlaku. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam, penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain: 

1. Wawancara : Wawancara akan dilakukan dengan masyarakat Bandar Alai  

Kari yang terlibat langsung dalam program penanggulangan kemiskinan, serta 

perangkat desa yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Wawancara ini 

bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi subjek 

penelitian terkait kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. 

Wawancara dilakukan secara terbuka, di mana peneliti memiliki panduan 

pertanyaan, namun tetap memberikan ruang bagi subjek untuk mengungkapkan 
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pendapat secara bebas. 

2. Observasi : Peneliti akan melakukan observasi langsung di Bandar Alai 

Kari untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan 

dijalankan di lapangan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya. 

3. Dokumentasi : Dokumentasi berupa data dan laporan terkait kebijakan 

penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut akan dikumpulkan. Ini meliputi 

dokumen kebijakan, laporan tahunan, dan data statistik yang terkait dengan 

kondisi kemiskinan di Bandar Alai Kari. Dokumentasi ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kebijakan yang diterapkan. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

1. Transkripsi Data: Semua hasil wawancara dan catatan observasi akan 

ditranskripsikan untuk memudahkan analisis. Proses transkripsi ini penting untuk 

memastikan bahwa seluruh informasi yang diperoleh dapat dianalisis secara 

menyeluruh. 

2. Kategorisasi dan Kodefikasi: Data yang terkumpul akan dikelompokkan 

ke dalam kategori-kategori berdasarkan tema yang muncul dari wawancara dan 

observasi. Setiap tema akan diberi kode untuk memudahkan identifikasi dan 

analisis. 

3. Penyusunan Tema: Setelah data dikategorikan, peneliti akan menyusun 

tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, seperti implementasi kebijakan, 
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efektivitas program, kendala yang dihadapi, dan dampak terhadap masyarakat. 

4. Analisis Tematik: Peneliti akan menganalisis data berdasarkan tema-tema 

yang muncul, kemudian menghubungkannya dengan teori dan konsep yang 

relevan dari tinjauan pustaka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan di Bandar Alai Kari. 

5. Interpretasi Data: Setelah data dianalisis, peneliti akan 

menginterpretasikan temuan-temuan tersebut dalam konteks kebijakan pemerintah 

dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. 
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3.8 Jadwal Penelitian 

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian 

Sumber : Modifikasi Peneliti 2025 

No. 

Jenis 

Kegiatan 

Bulan/Minggu 

Okt 

2025 

Nov 

2025 

Des 

2025 

Jan 

2026 

Feb 

2026 

Mar 

2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Pengajuan 

judul 

                        

2 

Pengeluar

an Surat 

Keputusan 

                        

3 

Persiapan 

Penyusuna

n Proposal 

                        

4 

Bimbinga

n Proposal 

                        

5 

Seminar 

Proposal 

                        

6 

Revisi 

Proposal 

                        

7 Skripsi                         



 

 

76 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM DESA BANDAR ALAI KARI 

4.1.1 Sejarah Desa Bandar Alai Kari 

Pada masa dahulu Desa Bandar Alai Kari mulanya hanya berupa hutan 

belukar atau rimba. Kemudian hari ke hari berangsur-ransur datanglah masyarakat 

dari tepian Batang Kuantan seperti Desa Koto Kari dan Desa Pintu Gobang Kari 

mulai membuka lahan perkebunan dan ladang. Setelah hutan ditebang mereka lalu 

berladang kemudian ditanami karet, tetapi mereka tidak bermukim ditempat 

tersebut hanya menginap beberapa hari, kemudian pulang dan datang lagi 

menjenguk ladang mereka. 

Dikarenakan letak rentang wilayah desa areanya berada diperbukitan maka 

setiap masyarakat yang pergi menjenguk kebun dan ladang mereka mengatan ke 

keluarganya akan pergi ke kasang atau ke bukit. Kasang artinya adalah kebun dan 

ke bukit karena tempatnya tinggi. Kala mereka pulang selalu memandang dari 

puncak bukit tampatlah dengan jelas dan sangat terang hamparan sawah dan 

liukan aliran sungai Batang Kuantan. 

Setelah terjadinya banjir besar yang melanda maka bertambah banyaklah 

masyarakat yang datang dan tinggal di sana. Dan seiring waktu berjalan 

sepakatlah masyarakat membentuk sebuah banjar yang saat itu desa masih di 

bawah kenegerian yang pucuk pimpinan berada di Kecamatan Kuantan Tengah. 
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Karena letak desa dilintasi oleh jalan raya antar provinsi Sumatera Barat 

Riau semakin banyaklah penduduk yang berdatangan. Kemudian atas kesepakatan 

musyawarah para warga masyarakat dibanjar waktu itu datanglah kepucuk 

pimpinan kecamatan untuk menjadikan Banjar jadi sebuah Desa. Karena nama 

desa belum ada maka diambilah kata Bandar dan Alai yang menjadi nama Desa 

Bandar Alai Kari, karena dilalui oleh sebuah sungai serta ditumbuhi oleh pohon 

alai. 

Adapun pejabat Kepala Desa Bandar Alai Kari mulai dari Tahun berdiri 

sampai sekarang sebagai berikut: 

1. Tahun 1978-1989 Abidin Engku Lunak sebagai Kepala Desa 

2. Tahun 1990-1998 Nurhasan sebagai Kepala Desa 

3. Tahun 1999-2012 Maryunus Kepala Desa 

4. Tahun 2013-2014 Guskardi, S.Ag sebagai Kepala Desa 

5. Tahun 2015-2016 Syafrial, S.E sebagai Pj Kepala Desa 

6. Tahun 2016-2018 Drs Endrayani sebagai Kepala Desa 

7. Tahun 2019 Syafrizul, SE sebagai Pj Kelapa Desa 

8. Tahun 2019-2024 Drs Endrayani sebagai Kepala Desa 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bandar Alai Kari 

 

 

Sumber : RPJM Desa Bandar Alai Kari 2020-2024 

 

Tabel 4.1 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Bandar Alai Kari 

NO JABATAN TUGAS FUNGSI 

1. Kepala Desa Menyelenggarakan 

pemerintahan desa, 

melaksanakan 

pembangunan desa, 

pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa, 

mengangkat dan 

memberhentikan perangkat 

desa. Dll 

2 Sekretaris 

Desa 

Membantu kepala desa 

dalam bidang administrasi 

pemerintahan. 

Melaksanakan urusan 

ketatausahaan seperti tata 

naskah, administrasi, surat 

menyurat, arsip dan 

ekspedisi. 

3. Kaur 

Keuangan 

Kepala urusan 

perencanaan 

berkedudukan sebagai 

unsur staf sekretaris. 

Mengkoordinasikan urusan 

perencanaan desa. 

BPD KEPALA DESA 

Drs. Endrayani 

KAUR KEUANGAN 

Aprizal 

KASI 
KESEJAHTERAAN 

Erwandi 

KADUS PULAU 
DURI 

Sukrianto 

KADUS TENGAH 

Perianto 

KADUS ULAK 
BANDAR 

Hendra 

KASI 
PEMERINTAHAN 

Hardion 

KAUR UMUM 

Deden Januardi 

SEKRETARIS DESA 

Rayonda, S.Pd.i., M.Pd 
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NO JABATAN TUGAS FUNGSI 

4. Kaur Umum Mengagendakan 

penerimaan dan 

pengiriman surat, baik 

surat keluar ataupun surat 

masuk kedalam buku 

agenda desa. 

Melaksanakan urusan 

ketatausaha-an seperti tata 

naska, administrasi surat 

menyurat, arsip dan 

ekspedisi. 

5. Kasi 

Kesejahteraan 

Membantu kepala desa 

dalam melaksanakan 

tugas bidang 

pembangunan dan 

pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Melakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja 

sesuai bidang tugasnya. 

6. Kasi 

Pemerintahan 

Kepala seksi 

pemerintahan bertugas 

untuk membantu kepala 

desa sebagai pelaksana 

tugas operasional 

dibidang pemerintah. 

Melaksanakan manajemen 

tata praja pemerintahan desa. 

7. Kadus I,II,III Berkedudukan sebagai 

unsur satuan tugas 

kewilayahan yang 

bertugas membantu 

kepala desa dalam 

pelaksanaan tugasnya di 

wilayahnya. 

Pembinaan ketentraman dan 

ketertiban, pelaksanaan 

upaya perlindungan 

masyarakat, mobilitas 

kependudukan, dan penataan 

dan pengelolaan wilayah. 

8. BPD Melakukan evaluasi 

laporan keterangan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

Membahas dan meyepakati 

rancangan peraturan desa 

bersama kepala desa, 

menampung dan 

menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa dan 

melakukan pengawasan 

kinerja kepala desa. 

4.1.2  Demografi  Desa Bandar Alai  Kari 

Tabel 4.2  Letak geografis Desa Bandar Alai Kari 

NO Batas Wilayah 

1 Sebelah Utara Sungai Kuantan 

2 Sebelah Selatan Desa Kresek Dan Pulau Kedundung 

3 Sebelah Barat Desa Kresek 

4 Sebelah Timur Desa Pulau Banjar Kari 
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Tabel 4.3 Kondisi Demografis Desa 

Desa Bandar Alai Kari mempunyai luas wilayah seluas 8 Km². 

NO Wilayah Luas 

1 Pemukiman 155 hektar 

2 Pertanian/Perkebunan 250 hektar 

3 Ladang/Tegalan 10 hektar 

4 Perkantoran 2 hektar 

5 Sekolah 5 hektar 

6 Jalan 3,5 KM 

7 Lapangan sepak bola 500 meter 

 

Tabel 4.4 Orbitasi 

NO Lokasi Jarak 

1 Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat 6 KM 

2 Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan ±30 Menit 

3 Jarak ke ibu kota kabupetan 6 KM 

4 Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten ±30 Menit 

 

Tabel 4.5 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

NO Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 613 Orang 

2 Perempuan 687 Orang 

Jumlah 1300 Orang 

 

Tabel 4.6 Keadaan Sosial 

NO Pendidikan Jumlah 

1 TK/PAUD 45 Orang 

2 SD/MI 175 Orang 

3 SLTP/MTs 143 Orang 

4 SLTA/MA 85 Orang 

5 S1/ Diploma 37 Orang 

6 Putus Sekolah 8 Orang 

7 Buta Huruf 3 Orang 
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4.1.3 Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Bandar Alai Kari secara umum 

menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang cukup nyata antar rumah tangga. 

Kondisi tersebut dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat 

yang terbagi ke dalam kategori sangat miskin, miskin, sedang, hingga rumah 

tangga yang tergolong mampu atau kaya. Perbedaan ini tercermin secara kasat 

mata melalui kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset produktif, kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar, serta akses terhadap layanan pendidikan dan 

kesehatan. 

Struktur mata pencaharian masyarakat menjadi faktor utama yang 

memengaruhi variasi kondisi ekonomi tersebut. Sebagian besar penduduk 

menggantungkan hidup pada sektor nonformal, seperti petani, pedagang kecil, dan 

buruh tani, yang pada umumnya memiliki tingkat pendapatan tidak tetap dan 

sangat bergantung pada kondisi alam, musim, serta fluktuasi harga pasar. 

Ketidakpastian pendapatan ini menyebabkan sebagian rumah tangga berada pada 

posisi rentan terhadap kemiskinan, terutama ketika terjadi gagal panen, penurunan 

hasil produksi, atau kenaikan harga kebutuhan pokok. 

Di sisi lain, masyarakat yang bekerja di sektor formal, seperti Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) daerah, tenaga honorer, guru, dan tenaga medis, cenderung 

memiliki pendapatan yang lebih stabil dan terjamin. Kepastian penghasilan 

bulanan serta akses terhadap berbagai fasilitas dan jaminan sosial memberikan 

peluang yang lebih besar bagi kelompok ini untuk meningkatkan taraf hidup dan 

memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadikan 
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mereka relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di 

sektor nonformal. 

Perbedaan struktur pekerjaan ini pada akhirnya membentuk stratifikasi 

sosial ekonomi di Desa Bandar Alai Kari. Rumah tangga yang memiliki akses 

pada pekerjaan formal umumnya berada pada kategori ekonomi sedang hingga 

tinggi, sementara rumah tangga yang bergantung pada sektor nonformal lebih 

banyak berada pada kategori miskin dan sangat miskin. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa karakteristik lapangan kerja dan stabilitas pendapatan 

merupakan nilai penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat 

desa, sekaligus menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam 

merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan 

berkelanjutan. 

 

4.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa 

Tabel 4.7 Lembaga pemerintahan 

NO Aparat Desa Jumlah 

1 Kepala Desa 1 Orang 

2 Sekretaris Desa 1 Orang 

3 Perangkat Desa 10 Orang 

4 BPD 5 Orang 

 

Tabel 4.8 Lembaga kemasyarakatan 

NO Lembaga Kemasyarakatan Jumlah 

1 LPM 1 Lembaga 

2 PKK 1 Lembaga 

3 Posyandu 2 Posyandu 

4 Pengajian 4 Kelompok 

5 Arisan 4 Kelompok 

6 Simpan Pinjam 8 Kelompok 
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NO Lembaga Kemasyarakatan Jumlah 

7 Kelompok Tani 5 Kelompok 

8 Gapoktan 1 Kelompok 

9 Karang Taruna 1 Kelompok 
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DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG ANALISIS 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

KUANTAN SINGINGI DALAM PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN (STUDI KASUS DESA BANDAR ALAI KARI 

 

 
Gambar 1 : Wawancara Dengan Kepala Bidang 

Kemiskinan Dinas Sosial Bapak Irhandi 

 

 
Gambar 2 : Wawancara Dengan Kepala Desa dan 



 

 

 

 

Kasi Kesejahteraan Desa Bandar Alai Kari Bapak 

Endrayani dan Bapak Erwandi 

 

 

 
Gambar 3 : Wawancara Dengan Kepala Dusun dan 

Sekretaris Desa Bandar Alai Kari Bapak Sukrianto 

dan Bapak Rayondra 

 

 

 
Gambar 4 : Wawancara Dengan Masyarakat 

Miskin 1 Desa Bandar Alai Kari Ibu Asmidawati 



 

 

 

 

 
Gambar 5 : Wawancara Dengan Masyarakat 

Miskin 2 Desa Bandar Alai Kari Ibu Risma Irwanti 

 

 

 
Gambar 6 : Wawancara Dengan Masyarakat 

Miskin 3 Desa Bandar Alai Kari Bapak Aprides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

  

  



 

 

 

 

  


